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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1. Sejarah Umum Perusahaan 
Karena didalam Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terdapat dua 
Dinas yang berbeda dan mempunyai tugas yang berbada-beda pula.sebelum 
membahas sejarah terbentuknya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Riau kita bahas terlebih dahulu sejarah Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi Riau. 
Istilah “ Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa 
belanda “ Openbare Werkend” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “ 
Watersaat swerken”. Dilingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep. Van 
Verkeer & Watersaat (Dep. V & W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dep. Van 
Guovernements Bedria Jven dan Dep. Van Baurgewrlijke Openbare Werken. 
Dep. V dan W dikepalai oleh seoranig Direktur, yang membawahi beberapa 
Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang Departemen ini. 
Yang meliputi bidang PU (Openbare werken) termasuk afdeling Watersataat, 
dengan onder afdelingen. : 1. Lands gebouwen, 2. Wagen, 3. Irrigatie & 
Asainering, 4. Water Kracht, 5. Constructie burreau (untuk jembatan). 
Disamping yang tersebut diatas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) 
juga afd. Havenwezen (pelabuhan), afd. Organisasi P.U (Open-bare werken) 
di daerah-daerahh adalah sebagai berikut: 
1. Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan 
Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Provinsi yang 
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disebut : Provinciale Waterstaatdients” dan dikepalai oleh seorang Hoofd 
Provinciale Waterstaatdients (H.P.W) 
2. Diwilayah Gouv, Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan 
Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh “Sultanas Werken” (Yogya) 
“Rijkswerken” (Surakarta), Mangkunegaranwerken”, “S” Lands 
gebouwendient”, Ragentschap Werken” dan “ Gremeente werken” 
3. Untuk daerah luar jawa Gouv. Sumatra, Borneo (Kalimantan) dan Grote 
Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi “Gewestelikke Inspectie v/d 
Waterstaat” dikepalai oleh seorang Inspektur. Diwilayah Residentie 
terdapat “Dienst der B.O.W”. dan dikapali dinas ini biasa disebut “E.A.Q” 
(Eerst Aanwzend Waterstaatsambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan pada 
jaman hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam “A.W.R”. 1936 B.W.R 
1934 dan “W.V.O/W.V.V.”. Jaman Jepang. Setelah Belanda 
menyarahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka 
daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 Wilayah pemerintahan, 
yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Timur dan tidak ada pusat 
pemerintahan tersebut. Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah 
organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlakukan 
organisasi Jaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan dari pihak Jepang, kantor pusat “V & W”. Di Bandung, 
dinamakan “ Kotube Bunsitu”, sejak saat itu istilah “ Pekerjaan Oemoem” 
(P.O), Oerosan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), “ Pekerjaan Umum” (PU). 
Disamping “Donoku” lazim dipergunakan. Kotube Bonsitu di Bandung 
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hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemeritahan di Jawa/ 
Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. 
Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-
Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan 
pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Ned. Indie, 
dismaping menurut sistem Jepang. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) 
berusat di Bandung. 
Jaman Indonesia Merdeka, setelah Indonesia memproklamirkan 
Kemerdekaan pada tanggal 17-agustus-1945, maka semenjak itu Pemuda-
Pemuda Indonesia mulai berangsur-angsurr merebut kekuasaan Pemerintahan 
dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun 
Pemerintahan Daerah-Daerah. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk 
Kabinet yang pertama, maka pada Mentri mulai menyusun organisasi serta 
sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, 
dengan mengambil tempat bekas gedung V &W. (dikenal dengan nama 
“Gedung Sate”). Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan 
pemerinrtahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara 
Sekutu masuk ke Indonesia. 
Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah 
pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan 
tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain “Gedung 
Sate” yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu 
itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa “3 Desember 1945”). 
Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintahan Pasat RI di 
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Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, 
begitu juga Kementrian PU. 
Sesudah Pemerintahan Belanda tahun1949 mengakui kemerdekaan 
Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah 
lagi ke Jakarta. Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering 
mengalami perobahan pempinan dan organisasi PUT diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan 
PU.  
Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai. 
2. Khusus pada masa Republik India Serikat Kementrian Perhubungan dan 
POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan 
beberapa instansi yang berhungan erat dengan tugas dari dep.PU.RIS. 
Kementrian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 
Departemen prae federal yaitu : 
1. Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang 
masuk dalam Kementrian Kemakmuran). 
2. Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw. 
3. Departemen Van Scheepvaart. 
Penggabungan dari 3 Departemen dari Pemerintahan prae federal 
dalam satu Kementrian yaitu Kementrian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS 
dianggap perlu,supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan yang lain 
menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan 
 16 
negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya 
tenaga ahli dan untuk melancarkan semua tugas yang diberikan pada 
Kementrian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS. khusus pada permulaan 
terbentuknya Negara Kesatua RI, maka susunan Kementrian berbeda sebagai 
berikut : dalam masa proloog G 30 S.PKI terjadilah dalam sejarah 
Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet 
DwiKora atau Kabinet 100 Mentri, dimana pada masa ini dibentuk 
Koordinator Kementrian. Tidak luput departemen PUT. Yang pada masa itu 
ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. 
Dibawah Kompartemen PUT Kabinet DwiKora, dipimpin Jendral 
Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain : 
1. Departemen Listrik dan Keuangan 
2. Departemen Bina Marga  
3. Departemen Cipta Karya Konstruksi 
4. Departemen Jalan Raya Sumatra 
Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintahan segera menyempurnakan 
Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai mentri PUT untuk 
memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat 
lama dipertahankan. Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa 
Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai 
Mentri. Dengan Surat Keputusan Mentri PUT tertanggal 17 Juni 1968 
NO.3/PRT/1968 dan dirobah dengan Peraturan Mentri PUT tertanggal 1 Juni 
1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan 
struktur Organisasi.  
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Didalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No 4 Tahun 2016 tentang 
pembetukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Riau pada Bab II Pasal 3 
yang berisikan  bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukuman dan 
Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi 
Riau memiliki program dan kegiatan yang akan melaksanakan tugas dan 
fungsi, guna mewujudkan Visi dan Misi Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Provinsi Riau telah merumuskan dalam bentuk program dan 
kegiatan sebagai berikut : 
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Perencanaan Program; 
2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 
bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program; 
3. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari 
masing-masing bidang; 
4. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit 
kerja; 
5. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur; 
6. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 
koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 
koordinasiteknis; 
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7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
danfungsinya. 
 
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Riau 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi 
Riau mempunyai tugas pokok sebagai berikut : “Melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 
pembantuan” 
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai tugas : 
1) Kepala Dinas Perumahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan evaluasi pada seksi perencanaan dan pengendalian 
perumahan, seksi penyediaan dan rehabilitasi perumahan dan seksi 
pendataan dan sertifikasi perumahan; 
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang 
meyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau; 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau; 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
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Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Provinsi Riau ; dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dan 
fungsinya. 
 
2.3 Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Provinsi Riau 
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan dilandasi oleh 
kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan 
datang. Berdasarkan makna tersebut visi Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2017-2019 adalah : 
Terwujudnya Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Layak 
dan Berkelanjutan. 
Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Provinsi Riau agar Visi tersebut diatas dapat diwujudkan dan dapat 
mendorong, maka rumusan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Riau tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut : 
1. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin. 
2. Menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana alam dan 
menfasilitasi penyediaan rumah yang terkena relokasi program pemerintah 
3. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi bagi perencana dan perancang 
perumahan dan kawasan permukiman. 
4. Mendorong kemandirian kab/kota dan memfasilitasi pembangunan 
infrastukrtur kawasan strategis provinsi. 
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5. Meningkatkan penataan kualitas infrasruktur kawasan permukiman 
strategis dan kumuh. 
6. Peningkatan kualitas dan keterpaduan prasarana , sarana dan utilitas umum 
(PSU) Permukiman. 
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pertanahan bagi 
kepentingan umum. 
8. Mendorong percepatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan bagi 
kepentingan umu. 
9. Menigkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, 
kawasan permukiman dan pertanahan.  
 
2.4 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Riau 
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau 
Nomor : 2 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan 
fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Riau sebagaimana diuraikan sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas 
a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 
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b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan 
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan 
administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur 
terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan. 
2. Sekretaris 
a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 
evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan 
dan Perlengkapan, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 
Sekretariat; 
2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat; 
3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan   kepada Kepala 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan 
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya 
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3. Kepala Subbagian Perencanaan Program 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Perencanaan Program;  
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program; 
c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan 
dari masing-masing bidang; 
d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah  unit kerja; 
e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional  Prosedur; 
f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 
koordinasi  musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 
koordinasi teknis; 
g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
4. Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Keuangan dan Perlengkapan;  
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; 
c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntasi keuangan dan aset; 
 23 
d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 
e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan 
keuangan dan aset; 
f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 
milik daerah; 
g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada 
penguasaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 
h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan; 
i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi; 
j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban  anggaran; 
k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan 
pencatatan aset; 
l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit 
kerja; 
m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
5. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Kepegawaian dan Umum;  
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b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum; 
c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; 
d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian; 
e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban 
Kerja, peta  jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar 
kompentensi, dan evaluasi jabatan; 
f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai; 
g. membuat laporan perkembangan kepegawaian; 
h. menyelenggarakan urusan kehumasan; 
i. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, 
serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan 
dinas; 
j. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 
berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 
k. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 
kepentingan masyarakat; 
l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, 
keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; 
m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 
kepentingan masyarakat; 
n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
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6. Kepala Bidang Perumahan 
a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
Perumahan, Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan dan Seksi 
Pendataan dan Sertifikasi Perumahan; 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 
1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Perumahan;  
2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perumahan; 
3)  penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan 
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
7. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan  
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Perencanaan dan Pengendalian Perumahan; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan 
Pengendalian Perumahan; 
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan 
pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan 
dan Pengendalian Perumahan; 
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d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
Perumahan; dan 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
8. Kepala Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan 
Rehabilitasi Perumahan; 
c. melaksanakan Pendataan, kajian, perencanaan, pelaksanaan, 
pengelolaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengawasan, 
rumah korban bencana Provinsi Riau; 
d. melaksanakan Pendataan, kajian, perencanaan, pelaksanaan, 
pengelolaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengawasan, 
rumah relokasi program Pemerintah Provinsi; 
e. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan 
pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Penyediaan 
dan Rehabilitasi Perumahan; 
f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi 
Perumahan; dan 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
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9. Kepala Seksi Pendataan dan Sertifikasi Perumahan  
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi  
Pendataan dan Sertifikasi Perumahan; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendataan dan 
Sertifikasi Perumahan; 
c. melaksanakan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum 
yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta 
perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum tingkat kemampuan 
menengah; 
d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan 
pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pendataan dan 
Sertifikasi Perumahan; 
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Pendataan dan Sertifikasi Perumahan; 
dan 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
10. Kepala Bidang Kawasan Permukiman 
a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan 
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada  Seksi Perencanaan dan 
Pengendalian Kawasan Permukiman, Seksi Infrastruktur Permukiman 
Kawasan Strategis, Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman. 
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b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 
1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Kawasan Permukiman;  
2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kawasan 
Permukiman; 
3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan 
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
11. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan 
Pengendalian Kawasan Permukiman;  
c. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan pengawasan serta 
evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian 
Kawasan Permukiman; 
d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan 
Permukiman;  
 29 
e. menyusun, mengumpulkan, mengolah data dan informasi untuk 
kepentingan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan 
permukiman; 
f. merumuskan konsep, kebijakan dan strategi pembangunan 
infrastruktur kawasan permukiman strategis dan kawasan khusus 
provinsi riau; 
g. melaksanakan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam rangka 
pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman; 
h. menyusun perencanaan teknis penataan dan peningkatan kualitas 
permukiman kawasan strategis provinsi dan kawasan permukiman 
kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima 
belas) ha; 
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan 
peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman;dan  
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
12. Kepala Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur 
Permukiman Kawasan Strategis; 
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Infrastruktur 
Permukiman Kawasan strategis kepada Kepala Bidang Kawasan 
Permukiman  secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 
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d. menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam 
rangka persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman 
pada kawasan strategis provinsi; 
e. melakukan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan 
dalam rangka penataan dan peningkatan kualitas infrastruktur 
permukiman di kawasan strategis provinsi riau yang mencakup 
kawasan perbatasan, kawasan agropolitan, minapolitan dan kawasan 
destinasi wisata dan kawasan khusus lainnya; 
f. melaksanakan pembinaan teknis dan penguatan kelembagaan kepada 
kab/kota dalam rangka mendukung pengelolaan infrastruktur yang 
berkelanjutan; 
g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan 
Strategis;dan  
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
13. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman  
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman; 
c. menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam 
rangka mendukung penanganan kawasan kumuh yang menjadi agenda 
nasional; 
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d. melakukan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan 
dalam rangka penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 
di kawasan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di 
bawah 15 (limabelas) ha; 
e. melaksanakan pembinaan teknis dan penguatan kelembagaan kepada 
kab/kota dalam rangka mendukung penanganan kawasan kumuh yang 
menjadi agenda nasional; 
f. mendorong dan memfasilitasi kab/kota dalam rangka peningkatan 
peran serta masyarakat mendukung penanganan kawasan kumuh; 
g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman; dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
14. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  
a. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas 
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan 
Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Seksi Pelaksanaan dan 
Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Seksi 
Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 
1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
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2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum; 
3)  penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan 
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan  sesuai 
tugas dan fungsinya. 
15. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;  
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Teknis 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan 
pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan 
Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum; dan 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
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16. Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana,Sarana dan 
Utilitas Umum 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan dan 
Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
c. melaksanakan Pendataan, kajian, perencanaan, pelaksanaan, 
pengelolaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengawasan 
Prasarana,Sarana Utilitas Umum Permukiman. 
d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan 
pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pelaksanaan 
dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
17. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Monitoring dan 
Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; 
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c. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi  data dengan cara 
membaca kondisi suatu kawasan yang terkait dengan Penyelenggaraan 
Prasana, Sarana dan Utilitas Umum; 
d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Monitoring dan Evaluasi Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum; dan 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
18. Kepala Bidang Pertanahan 
a. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan evaluasi pada  Seksi Perencanaan dan Pengadaaan Tanah, 
Seksi Sengketa Tanah dan Seksi Ganti Rugi Tanah; 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 
1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Pertanahan;  
2) penyelenggaraan pelaksanaan dan penganggaran koordinasi, 
fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 
Bidang Pertanahan; 
3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan 
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
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19. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaaan Tanah 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Perencanaan dan Pengadaaan Tanah; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan 
Pengadaaan Tanah; 
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan 
pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan 
dan Pengadaaan Tanah; 
d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengadaaan Tanah; 
dan 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
20. Kepala Seksi Sengketa Tanah 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Sengketa Tanah; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sengketa Tanah; 
c. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas 
Kabupaten/Kota,  ganti rugi, dan santunan tanah untuk pembangunan 
Pemerintah   Provinsi.  
d. melaksanakan pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/kota di Provinsi 
Riau dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
Provinsi Riau; 
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e. melaksanakan penetapaan subyek dan objek redistribusi tanah, serta 
ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; 
f. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya  di daerah lintas 
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; 
g. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan 
pemanfaatan tanah kosong lintas Kabupaten/kota di Provinsi Riau; 
h. melaksanakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya 
lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; 
i. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan 
pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Sengketa 
Tanah; 
j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Sengketa Tanah; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
21. Kepala Seksi Ganti Rugi Tanah 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ganti 
Rugi Tanah; 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ganti Rugi Tanah; 
c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis   pada 
Seksi Ganti Rugi Tanah; 
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d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Seksi Ganti Rugi Tanah; dan 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
 
2.5 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Provinsi Riau 
2.5.1. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Provinsi Riau pada tahun 2016 berdasarkan unit kerja, jenis 
kelamin, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan eslon 
diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.2 
Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja pada Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau 
 
NO UNIT KERJA 
JUMLAH PEGAWAI 
NEGRI SIPIL 
1 ESSELON IV 15 
2 SEKRETARIAT 31 
3 BIDANG PERUMAHAN 21 
4 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN  13 
5 BIDANG PRASARANA, SARANA DAN 
UTILITAS UMUM  
25 
6 BIDANG PERTANAHAN 13 
JUMLAH 118 
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan 




Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas Perumahan, 






JENIS KELAMIN  
JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 ESSELON IV 11 4 15 
2 SEKRETARIAT 24 7 31 
3 BIDANG PERUMAHAN 15 6 21 
4 BIDANG KAWASAN 
PERMUKIMAN 
10 3 13 
5 BIDANG PRASARANA, 
SARANA DAN 
UTILITAS UMUM 
20 5 25 
6 BIDANG 
PERTANAHAN 
10 3 13 
JUMLAH 90 28 118 
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau 
 
2.6.Gambar Struktur Organisasi. 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi 
Riau  memiliki program dan kegiatan yang akan melaksanakan tudgas dan 
fungsi, guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau telah merumuskan dalam bentuk 
program dan kegiatan sebagai berikut bagan Organisasi Dinas Perumahan, 





Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan Provinsi Riau 
 
 
2.7 Ruang Lingkup Disiplin Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau 
Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Provinsi Riau, kedisiplinan sudah diterapkan pada karyawan/karyawati, 
sehingga tidak ada karyawan/karyawati yang melanggar peraturan. Menindak 
lanjutin surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 800/BKD-Skr/404 pada tanggal 
2 Maret 2009 (Foto Copy Terlampir), bersama ini kami minta ditegaskan lagi 
hal-hal sebagai berikut : 
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Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan disiplin Pegawai Negri 
Sipil dan Tenaga Honorer, pihak terkait melakukan pembinaan dan 
pengawasan secara ketat dan secara terus menerus dilingkungan Unit kerja 
masing-masing guna mentaati ketentuan jam kerja dan kehadiran 
(masuk/pulang kantor) serta disiplin dan kesopanan dalam memakai pakaian 
kerja. 
1. Ketentuan Hari dan Jam Kerja 
a. Hari Senin sampai dengan hari Rabu dari pukul 07.30 WIB sampai 
dengan pukul 16.00 WIB, jam istirahat pukul 12.00 WIB sampai 
dengan 13.00 WIB. 
b. Hari Kamis dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, 
jam istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. 
c. Hari Jum’at dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, 
jam istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB. 
2. Ketentuan Pakaian Kerja 
a. Hari Senin, pakaian LIMNAS/HANSIP. 
b. Hari Selasa sampai dengan hari Rabu, Pakaian Dinas Harian (PDH) 
lengkap dengan memakai tanda pengenal dan lambang KORPRI. 
c. Hari Kamis, Pakaian Olahraga dan dan setelah Olahraga memakai baju 
Batik Riau. 
d. Hari Jum’at pakaian Melayu lengkap dan harus memakai tanda 
pengenal dan lambang KORPRI. 
